BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Obyek Penelitian
1. Profil KUA Ngantru

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah merupakan unit
kerja terdepan dan sebagai ujung tombak sekaligus jari manis Kementerian
Agama yang secara langsung berhadapan dan memberikan pelayanan
kepada masyarakat.

KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/kota di Bidang Bimbingan Masyarakat
Islam dalam wilayah Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Presiden no 14 tahun 2014 tentang perubahan kelima atas Peraturan
Presiden no 24 tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara serta susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementeran Agama.

Oleh karena itu, peran strategis KUA Kecamatan sebagai ujung
tombak Kementerian Agama di Bidang Bimbingan Masyarakat Islam
mutlak dibutuhkan.

KUA Kecamatan Ngantru yang terletak di Jalan Raya Ngantru

Kabupaten Tulungagung ini dikepalai oleh bapak H.Suryani,S.Ag yang
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mana sudah menjabat selaku Kepala KUA Kecamatan Ngantru sejak tahun
2015.

Dalam kinerjanya KUA Kecamatan Ngantru memiliki tugas pokok
berupa melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tulungagung di Bidang Bimbingan Masyarakat Islam dalam
wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung .

2. Profil KUA Kecamatan Kedungwaru.

KUA Kecamatan Kedungwaru berada di JI. Pahlawan No.138
Kedungwaru Tulungagung. KUA kecamatan Kedungwaru memiliki tugas
pokok yang sama dengan KUA Kecamatan yang berada di Kabupaten
Tulungagung lainnya, yakni melaksanakan sebagian tugas Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung di Bidang Bimbingan
Masyarakat Islam dalam wilayah Kecamatan .

KUA kecamatan Kedungwaru sendiri di Kepalai oleh Bapak Drs.
Ahmad Tadkir, M.H yang mana mulai menjabat sebagai kepala KUA
Kecamatan Kedungwaru mulai dari tahun 2015. KUA kecamatan
kedungwaru berdiri di sebidang tanah yang mana berukuran 282 meter
persegi. Layaknya KUA kecamatan yang lainnya , KUA kecamatan
Kedungwaru memiliki misi yang sama yakni meningkatkan kualitas
pelayanan nikah, rujuk serta wakaf terhadap masyarakat. KUA Kecamatan
Kedungwaru juga melakukan bimbingan pra nikah serta pelayanan

keagamaan dan bimbingan ibadah bagi pasangan yang akan menikah yang
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mana memiliki harapan supaya para calon mempelai mampu membentuk
kondisi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmabh.

Profil KUA Kecamatan Tulungagung

KUA Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung berdiri
pada tanggal 04 Januari tahun 1918 dan bertempat di Kelurahan Kauman.
Bangunan KUA Kecamatan Tulungagung terletak di belakang Masjid
Agung Kabupaten Tulungagung, menempati serambi belakang Masjid

Agung.

Pada tahun 1975, KUA Kecamatan Tulungagung berpindah tempat
dan menempati gdeung KANDEPAG di JI. RA. Kartini No.47 Depan
Pendopo Kabupaten Tulungagung. dan pada tahun 2014 KUA Kecamatan
berpindah tempat lagi ke Bangunann Rumah Dinas Dokter Puskesmas

Tulungagung di Kelurahan Karangwaru.

KUA Kecamatan Tulungagung sendiri di Kepalai oleh Bapak
Muhammad Umar Shodiq, M.Ag,. Sebagai KUA Kecamatan KUA
Kecamatan Tulunagung memiliki tugas pokok yakni melaksanakan
sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten tulungagung di
Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan tulungagung.
Selain itu, KUA Kecamatan Tulungagung memiliki Visi yakni
mewujudkan pelayanan keagamaan secara prima, dan juga memiliki misi

untuk meningkatkan kualitas pelayanan nikah / rujuk dan wakaf,
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pelayanan keagamaan dan bimbingan ibadah , serta meningkatkan kualitas

pelayanan pengetahuan administrasi keagamaan.

4. Profil KUA Kecamatan Kauman.

KUA Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung berdiri pada
tanggal tahun 1853 yang mana bertempat di JI. Tidar No. 11 Kauman.
KUA Kecamatan Kauman dikepalai oleh Bapak H. Abdul Umar, S.Pd I,
yang mana dilantik pada tahun 2015.

Sebagai KUA Kecamatan KUA Kecamatan Kaumang memiliki
tugas pokok yakni melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian
Agama Kabupaten tulungagung di Bidang Urusan Agama Islam dalam
wilayah Kecamatan Kauman. Selain itu KUA kecamatan Kauman juga
berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk
serta wakaf di Kecamatan Kauman.

B. Temuan Penelitian.

Maraknya fenomena perkawinan wanita hamil di daerah Kabupaten
Tulungagung menjadi salah satu perkara serius yang harus diselesaikan.
Mengingat perkara ini menjadi kerancuan di masyarakat terkait status
keabsahan perkawinan yang berlangsung tersebut. Karena hal ini , peneliti
akhirnya melakukan penelitian terhadap beberapa Kepala KUA Kecamatan
Ngantru, Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, dan
Kecamatan Kauman yang ada di Kabupaten Tulungagung karena di
Kecamatan — Kecamatan tersebut memiliki presentasi yang lumayan tinggi.

Selain itu hal ini bertujuan untuk menggali informasi dan menambah
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pengetahuan yang mana mungkin mampu bermanfaat bagi penulis sendiri
maupun bagi masyarakat diluar snaa terkait keabsahan perkwaninan wanita
yang hamil terlebih dahulu. Setelah peneliti melakukan wawancara pada
beberapa Kepala KUA yang ada di Kabupaten Tulunggung, yang
selanjutnya penulis akan memaparkan uraian pendapat mereka sebagai
berikut:

1. Nikah Hamil di KUA Kecamatan Ngantru.

Pada wawancara pertama, peneliti melakukan wawancara dengan
Kepala KUA Kecamatan Ngantru yang bernama Bapak H.Suryani, S.Ag
,dalam wawancara yang kami lakukan beliau memaparkan bahwasannya
fenomena perkawinan wanita hamil sebelum menikah mencapai 35% dalam
satu tahun. Dalam pemaparannya pun beliau menjelaskan perkawinan
wanita hamil itu 10% terjadi pada anak — anak yang dibawah dan sisanya
adalah bagi yang sudah cukup umur namun karena bebesnya pergaulan
akhirnya membuat mereka terjerumus kejalan yang salah. Dalam
penjelasaan selanjutnya beliau menjelaskan ada dua macam jenis
perkawinan wanita hamil, yang pertama perkawinan wanita hamil karena
zina dan perkawinan wanita yang hamil namun ketika hamil wanita tersebut
baru ditinggal meninggal ataupun ditalaq suaminya.' Beliau mengatakan
bahwa untuk perkawinan wanita hamil yang mana baru saja di cerai atau

ditinggal meninggal sang suami maka beliau mengatakan perkawinan

! Hasil wawancara dengan bapak H. suryani, S.Ag selaku kepala KUA Kecamatan Ngantru,
tanggal 3 April 2017.
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tersebut jelas tidak sah. Hal ini didasarkan pada Al — Qur’an surat Al —
Baqarah ayat 234 dan Q.S At — Thalaq ayat 4. Jadi ketika dalam prakteknya
ketika menemuni perempuan yang menikah dalam keadaan hamil maka
akan langsung ditolak. Dalam hal ini penulis juga menanyakan tentang
bagaimana cara mengetahui bahwa si calom mempelai wanita sedang dalam
keadaan hamil atau tidak, beliau menjelaskan bahwasannya sebelum adanya
peristiwa ijab qabul seminggu sebelum nya di adakan rapak terkait
mempelai tersebut dan mempelai pun dimintai untuk melakukan tes urin
sebagai bentuk untuk meyakinkan bahwasanya calon mempelai wanita
tersebut tidak dala keadaan hamil

Pada penjelasan kedua, terkait perkawinan wanita hamil karena zina
yang belum pernah menikah artinya masih dalam status lajang, beliau
menjelaskan bahwasannya pekawinan tersebut dinyatakan sah, dengan
syarat bahwa si calon mempelai pria haruslah orang yang menghamili.
Dalam pendapat ini beliau mendasarkannya pada Al — Qur’an surat An- Nur
ayat 3, dan juga beliau mengatakan bahwasannya hal tersebut sudah dibahas
dalam KHI Pasal 53 ayat 1,2,dan 3 sehingga sudah sangat jelas tentang
keabsahannya mengingat dalam pembuatan KHI menggunakan pemikirian
pemikiran para ulama’ — ulama’ di Indonesia yang di dasarkan pada Al —
Qur’an dan Al — Hadist serta pendapat para Imam Madzhab.

Pada pertanyaan selanjutnya peneliti juga menanyakan tentang
pendapat beliau tentang pembolehan nikah hamil dalam UU Perkawinan

No.l1 Tahun 1974, KHI, dan beliau menjawab sangat setuju tentang
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peraturan tersebut. Beliau mengatakan bahwa umat islam di Indonesia
sebagaian besar adalah penganut madzhab Imam Syafi’l dan dalam
pendapatnya Imam Syafi’l membolehkan perkawinan wanita hamil karena
zina, jadi, menurut beliau tidak ada alasan untuk tidak menyetujui adanya
peraturan — peraturan tersebut karena memang diperbolehkan oleh agama
selama yang menikahi adalah pria yang menghamilinya.

Selain tentang kebasahan tersebut penulis juga mempertanyakan
tentang bagaimana bila pada prakteknya ternyata yang menikahi si
mempelai wanita hamil tersebut adalah yang bukan menghamilinya, dan
beliau menjelaskan maka hal tersebut pasti akan langsung ditolak oleh pihak
KUA karena berlwanan dengan peraturan yang ada dan perkawinan tersebut
dinyatakan tidaklah sah. Namun, ketika penulis menanyakan lebih lanjut
terkait bilamana hal tersebut baru di ketahui setelah pasangan tersebut resmi
menikah dan apakah harus dibatalkan atau tidak pernikahan tersebut beliau
menjawab tidak perlu, karena menurut beliau ketika memang hal tersebut
terjadi maka sudah bukan kewenangan KUA lagi.

Sebagai penutup, selain mewawancarai Bapak Suryani, peneliti juga
mewawancarai Bapak Suprianto yang mana merupakan salah satu penghulu
di KUA Kecamtan Ngantru, penulis mempertanyakan pendapat beliau —
beliau tentang peraturan UU Perkawinan No.l Tahun 1974 dan KHI, dan
beberapa pendapat ulama’ yang memperbolehkan perkwinan wanita hamil
ternyata beliau berdua memeiliki pemikiran yang berbeda, selaku Berbeda

dengan Bapak Suryani, Bapak supriyanto memiliki pemikiran lain, dalam
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hal ini beliau tidak begitu setuju dengan adanya peraturan ini, alasannya
yang disampaikan sangat masuk akal, beliau beranggapan bahwasannya
dengan adanya peraturan — peraturan tersebut tersebut secara tidak langsung
menghalalkan adanya perzinaan, karena dengan adanya pembolehan
tersebut dapat mengakibatkan para pemuda dan pemudi menyepelekan
tentang keharaman zina dan beranggapan meskipun melakukan perzinaan
mereka tidak merasakan takut karena ketika nantinya si perempuan hamil
pun perkawinan tetap boleh dilaksanakan dan diperbolehkan oleh Negara.
2. Nikah Hamil di Kecamatan Tulungagung.

Pada wawancara kedua penulis melakukan wawancara di KUA
Kecamatan Tulungagung. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara
dengan Bapak Muhammad Umar Shodiq, M.Ag selaku Kepala KUA
Kecamatan Tulungagung. Terkait perkawianan wanita hamil beliau
mengatakan di KUA Kecamatan Tulungagung sering terjadi kasus tersebut.
Dan dalam prakteknya dalam satu tahun terjadi sekitar hampir dari 25%.
Terkait keabsahan perkawinan wanita hamil diluar nikah belaiu
membaginya kedalam 2 golongan juga, sama seperti pendapat Kepala KUA
Kecamatan ngantru. Dalam keterangan beliau pun tidak terlalu berbeda
dengan penjelasan yang dipaparkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ngantru.

Untuk perkawinan wanita yang hamil setelah ditalaq atau ditinggal
mati suaminya, maka dengan tegas beliau menjawab perkwinan tersebut
tidaklah sah dan dianggab berzina seumur hidup bila tetap melangsungkan

perkawinan tersebut. Beliau juga menegaskan akan langsung menolak bila
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ada calon pengantin yang setelah diteliti berkas — berkasnya ternyata hamil
ketika belum ada 3 bulan setelah dia bercerai atau ditinggal mati suaminya.

Untuk perkawinan wanita yang hamil karena zina yang diketahui
belum pernah  menikah sebelumnya, beliau memaparkan tetap sah
perkawinannya, menurut beliau karena dinegara Indonesia ini sebagian
orangnya menganut Madzhab Syafi’iyah sehingga dalam pengambilan
pemikiran maka digunakan madzhab syafi’iyah pula. Karena dalam hal ini
Imam Syafi’i menyatakan perkawinan wanita hamil karena zina itu
diperbolehkan, maka beliau mengatakan perkawinan tersebut dinyatakan
sah. Selain itu beliau juga terpatok pada peraturan KHI Pasal 53 ayat
1,2,dan 3 yang menjelaskan tentang pembolehan perkwaninan wanita hamil
karena zina. Beliau mengatakan, bahwa sebelum terjadinya perkawinan
setiap calon mempelai akan diwajibkan mengikuti tes kesehatan guna
mengetahui apakah si calon mempelai waniat dalam keadaan hamil ataupun
tidak. Jika dri tes kesehatan tersebut mnyatakan positive hamil maka, kedua
mempelai akan diwajibakan memberikan surat pernyataan dan melaukakn
sumpah yang menyatakan bahwasanya si calon mempelai laki — laki adahal
pria yang menghamilinya.

Dalam wawancara kali ini pun penulis juga menanyakan terkait bila
terjadi perkawinan wanita hamil namun dalam hal ini mempelai laki — laki
tersebut bukanlah yang menghamilinya maka bagaimana cara KUA
Kecamatan Tulungagung menghadapinya dengan jelas beliau menjawab

bahwa sanya akan langsung menolak bila hal tersebut sampai terjadi, beliau
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dengan tegas menjelaskan bahwasannya meskipun hal tersebut dikertahui
ketika perkawinan tersebut sudah terlanjur terjadi dan petugas KUA baru
mengetahuinya maka beliau akan langsung mendafkarkan pembatalan
perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama. Dalam pemaparannya yang
sedikit berbeda dengan Kepala KUA Kecamatan Ngantru Bapak Suryani,
beliau menjelaskan bahwasannya tentang setiap kejadian sebelum nikah
maupun ketika pernikahan itu terjadi merupakan tanggung jawab petugas
pencatatatan kata nikah, sehingga bila terjadi hal — hal seperti itu, sebagai
orang yang mengerti akan hukum syara’ dan hukum Negara maka wajib
hukumnya bagi beliau maupun petugas yang lain untuk melakukan hal
tersebut, supaya tidak menjadi tanggunan di akhirat dan ikut melaksanakan
kemungkaran.

Pada penutup, peneliti menanyakan tentang pendapat beliau terkait
pembolehan perkawinan wanita hamil dalam UU Perkawinan No.l Tahun
1974 dan KHI serta Hukum islam. Dalam hal ini beliau menuturkan sangat
setuju tentang peraturan tersebut yang pertama karena dengan adanya
peraturan tersebut status anak yang dikandung oleh si calon mempelai
perempuan sah sehingga ketika anak tersebut lahir tidak perlu dipertanyakan
lagi siapa bapaknya. Yang kedua, beliau menjelaskan bahwa aturan
perkawinan wanita hamil yang tiedak diperbolehkan hanya bagi mereka
yang hamil ketika dalam masa iddah setelah ditinggal meti suami ataupun
karena ditalaq, sehingga jelas berbeda aturannya dengan wanita yang hamil

karena zina. Inti dari kalimat beliau adalah beliau menyetujui pembolehan
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perkawinan wanita hamil yang dipaparkan oleh UU Perkawinan No.1 Tahun
1974, KHI, dan sebagian pendapat ulama’.
. Nikah Hamil di KUA Kecamatan Kedungwaru.

Selanjutnya sesuai dengan jadwal yang telah peneliti koordinasikan
sebelumnya, pada hari selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan
Kepala KUA Kecamatan Kedungwaru yakni Bapak Drs. Ahmad Tadkir,
M.H.. Dalam wawancara kali ini peneliti menanyakan tentang presentase
perkawinan dengan mempelai wanitanya yang hamil terlebih dahulu. Beliau
menjawab, bahwa lumayan banyak kasus tentang perkawinan wanita hamil
di KUA Kecamatan Kedungwaru. Beliau menjelaskan bahwa dalam setiap
tahunnya pasti ada lebih dari 10 kasus perkawinan wanita hamil di KUA
Kecamatan Kedungwaru.

Mengenai keabsahan perkawinan wanita yang hamil pra nikah beliau
menjelaskan bahwasanyya semua itu sudah diatur dala Al — Qu’an, sehingga
jika ditanyai akan hal tersebut beliau menegaskan bahwasannya sah — sah
saj menikahi wanita yang hamil pra nikah. dalam pendapatnya beliau
menggunakan dasar pemikiran Imam Syafi’l yang merupakan panutan bagi
sebagian besar warga Negara Indonesia. Dalam pemaparannya beliau
menegaskan bahwasannya perkwinan wanita hamil karena zina itu berbeda
dengan perkawinan wanita hamil yang belum selesai masa iddahnya,
sehingga tidak ada alasan untuk tidak menikahkan wanita yang hamil pra
nikah karena zina. Meskipun beliau tidak membenarkan adanya perzinaan

tersebut, namun dalam prakteknya beliau menjelaskan akan tetap
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menikahkan wanita yang hamil karena zina tersebut karena dalam peraturan
agama maupun Negara tidak ada yang menghalangi.

Namun berbeda apabila dihadapkan dengan perkara yang sama — sama
perkawinan wanita hamil namun ternyata wanita ini menikah dengan
keadaan hamil namun setelah diselidiki ternyata belum genap selasai massa
iddah nya maka beliau akan menyatakan menolak hal tersebut.

Dalam praktek nya untuk pembedaan perkawinan wanita hamil pra
nikah sendiri beliau menjelaskan tidak ada perbedaan dalam prosesi
perkawinannya, berbeda dengan dua Kepala KUA diatas, beliau
memaparkan bila diketahui bahwasannya yang menikahi bukanlah yang
menghamili maka beliau berdua akan langsung menolak namun untuk
Bapak Tadkir tidak melakukan hal yang sama beliau akan tetap
menikahkannya karna beliau beranggapan itu sah — sah saja, sehingga tidak
ada alasan untuk tidak menikahkan kedua calon mempelai tersebut.

Untuk peraturan dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 , KHI Pasal
53, dan Hukum Islam sendiri beliau menjelaskan kesepakatannya dengan
peraturan tersebut. Karna menurut beliau apapun yang peraturan yang
disampaikan oleh Negara adalah pasti untuk kebaikan umat dan rakyatnya.
Selain itu beliau juga mengungkapkan bahwa dalam Al — Qu’an pun
membolehkan mengawini wanita yang hamil karena zina sehingga untuk

masalah ini beliaupun sepakat sengang pemaparan yang ada.
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4. Nikah Hamil di KUA Kecamatan Kauman.

Untuk wawancara terakhir penulis mendatangi KUA Kecamatan
Kauman. Dalam wawancara kali ini tidak hanya Bapak Kepala KUA saja
yang menjelaskan namun beliau pun meminta bapak penghulu KUA
tersebut untuk turut menjelaskan tentang masalah ini.

Dalam presentasi masalah perkawinan wanita hamil pra nikah ternyata
cukup sering terjadi di Kecamatan Kauman. Dalam hal ini beliau
menjelaskan bahwasannya ada lebih dari 50% perkawinan yang terjadi di
Kecamatan Kauman dalam setiap tahunnya karena hamil diluar nikah.
Dalam penjelasannya beliau membedakan menjadi 2 perkwinan dengan
wanita yang hamil terlebih dahulu. Beliau menjelaskan untuk perkawinan
yang diakibatkan karena zina yang mana belum pernah menikah
sebelumnya maka perkawinan tersebut sah hukumnya. Akan tetapi beliau
memberikan syarat sesuai dengan peraturan KHI bilamana yang
menikahipun haruslah orang yang mengahmili. Selain peraturan KHI beliau
menegaskan tentang AL — Qur’an Surat An — Nur ayat 3 tentang pezina
yang harus menikahi pezina.

Dalam hal ini beliau juga menjelaskan tentang bilamana diketahui
apabila yang menikahi bukan yang mengahmili maka pernikahan itu pun
akan di ditolak dan bilapun baru diketahui setelah perkawinan berlangsung
maka selaku Kepala KUA akan langsung mendaftarkan pembatalan

perkawinan ke Pengadilan Agama.
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Beliau menambahkan bahwasannya bila sampai saat ini belum ada
kasus terkait perkawinan wanita hamil yang mana mempelainya bukan yang
menhamili. Ketika peneliti menanyakan mengapa demikian?. Beliau
menjawab bahwasannya karena setiap sebelum melaksanakan perkawinan
selalu ada tes kesehatan bagi kedua mempelai, dan bila ternyata dinyatakan
positive hamil maka akan langsung ditanyai serta dimintai surat pernyataan
dan sumpah bahwa calon mempelai laki — laki tersebut adalah ayah dari bayi
yang dikandungnya.

Berbeda dengan janda, beliau menyampaikan bila yang hamil sebelum
nikah adalah janda, maka harus dilihat dulu akta cerainya jika belum selesai
iddah dan di perempuan itu sudah hamil terlebih dahulu maka perkawinan
tersebut akan ditolak meskipun yang menikahi adalah yang menhamili.

Untuk pendapat beliau terkait peraturan UU Perkawinan No.l Tahun
1974, KHI, dan beberapa pendapat ulama’ yang membolehkan perkawinan
hamil antara bapak kepala KUA dan bapak penghulu memiliki pemikiran
yang sama, yakni mereka setengah sepakat juga setengah tidak dengan
peraturan peraturan — peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan jika peraturan
— peraturan tersebut tidak ada maka kemungkinan besar banyak wanita yang
memilih untuk menggugurkan kandungannya. Sehingga untuk menhindari
hal — hal tersebut adanya peraturan — peraturan tersebut tentang pembolehan
perkawinan wanita hamil diluar nikah membantu mengurangi tindak aborsi

dikalangan wanita.
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Namun, menurut beliau karena adanya peraturan — peraturan tersebut
pula banyak para muda — mudi yang akhirnya menyalah gunakan adanya
pasal tesebut sebagai serana menyepelekan perzinaan. Sehingga tidak ada
lagi rasa takut ketia melakukan zina. Pendapat ini mirip dengan apa yang
disampaikan oleh salah satu penghulu KUA Kecamatan Ngantru Bapak
Supriyanto.

Demikian wawancara dengan beberapa Kepala KUA yang ada di
Kabupaten tentang Keabsahan perkawinan wanita yang hamil ditinjau dari
UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, KHI, dan Hukum Islam Semoga mampu
memberikan sedikit pemahaman untuk kedepannya.

C. Analisis Tentang Keabsahan Perkawinan Wanita Hamil Pra Nikah
Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam,

dan Hukum Islam di Kabupaten Tulungagung

Adanya fenomena perkawinan wanita hamil pra nikah membuat
kerancuan dalam sitem hukum perkawinan. Hal ini dikarenakan banyak
orang yang belum paham betul dengan bagaimana status keabsahan
perkawinan wanita hamil pra nikah itu sendiri. Sehingga banyak kejadian
perkawinan wanita hamil pra nikah membuat bingung bagi setiap orang

yang terlibat.

Keyakinan dimasyarakat yang mana hanya berbekal perkataan
orang — orang terdahulu pun menjadi sebuah kebingungan dalam

bagaimana cara menyikapi terjadinya perkawinan dengan wanita yang
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hamil terlebih dahulu. Namun di era sekarang ini banyak orang tua yang
lebih memilih untuk tidak ambil pusing hal tersebut demi harga diri

keluarga meskipun ada kemungkinan perkawinan tersebut fasid.

Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 yang
berbunyi:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum
masing — masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Dari pemaparan Pasal 2 ayat 1 diatas dapat diambil kesimpulan
bahwasannya selama perkawinan itu sesua dengan ajaran dan kepercayaan
yang dianutnya, maka perkawinan tersebut dianggap sah. Meskipun Pasal
diatas tidak mmenjawab secara jelas namun kita mampu untuk

menyimpulkannya sendiri.

Untuk melengkapi penjelasan yang dipaparkan oleh UU
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 tersebut ada Kompilasi
Hukun islam yang mana lebih menjelaskan secara mendetail tentang
perkawinan wanita hamil. Permasalahan tersebut dibahas dalam Pasal 53

Ayat 1, 2, 3, yang mana berbunyi sebagaimana berikut:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinankan
dengan pria yang menghamilinya.

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pasa ayat (1)
dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran
anaknya.
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3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil,
tidak diperlukan perkawinan ulangsetelah anak yang dikandung
lahir.

Jelas kiranya bahwa meskipun perkawinan itu dilaksanakan dalam
keadaan si mempelai wanita hamil lebih dulu, perkawinan itu tetap
dikatakan sah dan tidak perlu dilakukukannya perkawinan ulang ketika si
jabang bayi yang dikandung lahir dengan catatan harus dengan pria yang
menghamilinya. Jika dikemudian hari ditemukan sebuah fakta bahwa yang
menikahi bukanlah yang menghamili maka perkawinan tersebut dianggap

fasid atau tidak sah dan wajib dibatalkan.

Dalam penggnaan hukum islam dalam menghukumi status
perkawinan wanita hamil di Indonesia jelas memkai perpaduan hukum
yang dikemukakan oleh 2 madzhab yakni madzhab hanafiyah dan
madzhab syafi’iyah yang mana  dalam pemaparannya syafi’iyah
memperboleh kan menikahi perempuan hamil karena zina meskipun yang
menikahi bukan yang menghamili dengan alasan bahwa nasab anak hasil
perzinaan itu hanya didasarkan ke ibu nya saja. Sedangkan, untuk
madzhab hanafiyah menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil pra
nikah itu sah selama dilakukakn dan dinikahi oleh pria yang
meghamilinya. Dengan demikian jelas kiranya bila aturan menikahi wanita
hamil pra nikah yang berlaku di Indonesia sendiri merupakan kombinasi

pemikiran dari ulama’ madzhab syafi’iyah dan madzhab hanafiyah.
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Dari beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan oleh peneliti
dengan 4 KUA yang ada di Kabupaten Tulungagung keempatnya
mengatakan bahwa perkawinan wanita hamil di masing — masing KUA
tersebut setiap tahunnya terjadi lebih dari 15%. Untuk permasalahn
keabsahan hukum menikahi wanita hamil pra nikah keempat KUA tersebut
sepakat bahwasanya hukumnya adalah sah sesuai dengan yang dipaparkan
oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
Namun, dalam pendapat masing masing pihak terkait pembolehan
perkawinan wanita hamil pra nikah dalam peraturan UU Perkawinan No. 1
Tahun 1974 dan KHI 2 dari KUA yang ada tidak begitu setuju dengan

alasan secara tidak langsung menghalalkan perzinanaan.





